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2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 jo . Pera
turan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang -
Pajak Bumi dan Bangunan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tang 
gal 26 Pebruari 1975 ten tang Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tang 
gal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belan~ia Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1975 Nomor 6) ; 

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 ten -
tang Tata Cara Penyediaan dan penyaluran 
Subsidi Gaji dan pensiun bagi Daerah Otonom; 

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Ta -
hun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Con
toh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapa
tan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Nege~ i Nomor 11 Ta -
hun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang Pelak
sanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 
Materiil Daerah; 

9 . Peraturan .. . . .. . . 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 
1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Peneri
maan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1979 tanggal 1 September 1979 tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil 
Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1985 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pe
ngurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi 
dan Bangunan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksa
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 
Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang 
Manual Administrasi Keuangan Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 
Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang 
Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pe
ngendal ian Kredit Anggaran; 

-- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970--.--893 
Tahun 1981 t.anggal 24 Desember 1981 tentang 
Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;_ 

16 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Ta -
hun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang 
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran 
Pendapatan dan Belan~ia Daerah dengan Anggar
an Pendapatan dan Bela nja Negara ; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -

1316 
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1316 tanggal 18 September 1985 tentang 
Penyempurnaan ,Bentuk dan Susunan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

18 . Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 51 Ta -
hun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang 
Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil 
Pajak Bumi dan Bangunan 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 
Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha 
Keuangan Daerah serta Perhi tungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan 
Sistim Digi~ dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk 
Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ; 

21 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 
Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran 
Pendapatan Daerah ; 

22. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 903/05337 tanggal 24 Pebruari 
1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
1995/1996 

23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/
KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen . 

Memperhatikan .. .. . . .. . 
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Memperhatikan 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
/367 /PUOD tanggal 31 Januari 1995 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 1995/1996; 

Mern;lengar 

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 
/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 1994/1995 . 

1 . Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pani -
tia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 
Dae rah Kabupaten Daerah Tingkat I I 
Kebumen tanggal 20 sampai dengan 27 
Maret 1995 ; ~ 

2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II 
Kebumen tanggal 11 April 1995. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
9 aten Daerah Tingkat II Kebumen 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 
II KEBUMEN TENTANG PENET~PAN ANGGARAN PEN
DAPATAN DAN RELANJA DAERAH KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1995 
/1996. 

P a sal 1 . . ....... . 
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Pasal 1 

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 1995 I 1996 adalah sebesar 
Rp 27 . 880 . 516 . 000 , 00 terdiri dari : 

a. PENDAPATAN 
Pendapatan 

b. BELANJA : 

Rp 27 . 880 .516 . 000 , 00 

Rut i n .... Rp 13 . 788 . 256 . 000 , 00 
Pembangunan .. Rp 14.092.260.000,00 

Rp 27 . 880 . 516 . 000,00 

Pasal 2 

Jumlah Urusa.n Kas dan Per hi tungan adalah seba
gai berikut : 

a . PENDAPATAN 
Pendapaatan 

b . BELANJA: 

Rp 2 . 036 . 794 . 000,00 

R u t i n . . .. Rp 2 . 036 . 794. 000, 00 
Pembangu1-;.an . . Rp 

-------------------
Rp 2 . 036 . 794.000,00 

Pasal 

Perincia:n ,.ia.ri ketentua.n terse.but, pada. Pa -
sal ~ d.imua.t. dalam Lampiran A. 

( 2 ) Rincia:n · ebih lanjut dari ke-c,en-r..uan terse -
but pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam 
Lampiran A. I; A. Il/R dan A. II/P. 
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(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan -
( 2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan. 

Pasal 4 

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berla
ku adalah sebagaimana daftar terlampir . 

Pasal 5 

Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku setelah 
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang 
dan berlaku mulai tanggal 1 April 1995 . 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 11 April 1995 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II KEBUMEN 

Ketua 

t_t_d 

ZAISAL SIPIET 

._,-

AMIN SOEDIBYO 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat ·I 
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 13 
Juni 1995 Nomor: 903/647/1995 . 

Diundangkan ........ . 
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Dae rah Tingkat I I Kebumen Nomor 2 Tahun 1995 
Seri D pada tanggal 5 Juli 1995. 

OEPARDJO ANGGASASMITA /t 
-:--..---:REtWINA TINGKAT I 

_ 010 046 438 
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:3AL-INAN 

KEPUTU'.3AN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKA7 -
JAWA TENGAH 

NOMOR: 903/647/199t 

TENTANG 

?ENGS.-3AHAN PERATCRAN DAERAE KABU?ATEN DAERAH TINGKAT I I 
KEBUMEt< NO:."lOR 5 TA.HUN 1995 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DA~--1 BELA~,J.:A ~)AERAH KABOPATEN :lAERAH TH:GKAT ::: I KEBU!:1Et( 

TAHON ANGGARAN 1995/ 19'.36 

1::if.J3ER:mR KEPALA DAERAH TIN }KAT I ,JAWA TENGAh 

Membaca 

& nimbang 

MeLgingat 

:3ura--c Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebu
men -::.ar:.ggal 24 Ap:cL:. 1995 Nomor : 903/2856 
perihal Permohonan Pengesahan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahu~l. 1995 ten.tang Penetapan 
Anggaran Pencl.apa tan d.an Be lanj a Daer ah 
Ka.bupaten Daerah Tingka--c I I Kebumen Tahun 
Anggaran 1995/1996 . 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -
rah Kabupa--cen Daerah Tingkat :1 Kebumen 
Ta:.un Anggaran 1995/ 19913 tersers..,1.t di atas. 
untuk dapat di:aksanakan perlu mendapat 
pengesahan da.r- i GJ.bernur Kepala ::::>aerah 
':.'ingkat I ,Jawa Tengah sesuai dengan peratu
ran per-1....ndang-und.angan yang ber:i.aku. 

1 . Undang-unda1"lg Nomor 5 Tahun H37 4 ten tang 
Pokok-pokok Pemer·intahan di Lla.e.rah ; 

2. Undang .. . . ..... . 
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2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang -
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ten
tang Pengurusan, Pertaanggungj aw a ban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ten
tang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Ke
uangan Daerah dan Penyusunan Per hi tungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Be lanj a Daer ah, Pe
laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Kedudu
kan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Keten
tuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksa
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 900-099 
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Adminis
tra . .si Keuangan Daerah ; 

.. 
10 Keputusan 
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 
tanggal· 28 Oktober 1981 tentang Program 
Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian 
Kredit Anggaran ; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 
1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah 
Pertama ~ensinkronisasian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara ; , 

12 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 
tanggal 18 September 1985 ten-c,ang Penyempur
naan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

13 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 
tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah 
serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

14 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan 
Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pen
dapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk 
Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 
tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan 
Keuangan Pemerintahan Kota Administratif ; 

16 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 
tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Pe
nyempurnaan Pos 2 . 2 . 2 Kepala Daer ah , menj adi 
Pos 2 . 2 . 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah ; 

17 Keputusan . . ..... . 
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17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No
mor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 
tentang Penyempurnaan Bentuk dan 
Susunan Anggaran Pendapatan Dae
rah ; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No -
mor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 
tentang Penyempurnaan Keputusan 
Mentri Dalam Negeri Nomor 903-1316 
Tahun 1985 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunan Perubahan Ang
garan Pendapatan dan Belanja Dae
rah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No -
mor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 
1990 tentang Perubahan Bentuk Su
sunan Pos 2. 2 .1 "Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal -
:30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 1995/1996; 

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal -
29 Maret 1995 Nomor 050/790/Bangda 
perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres 
Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat 
II Tahun Anggaran 1995/1996 ; 

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 

1995 .......... . 
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PERTAMA 
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Hl95 Nomor 903/05337 tent.ang Pe d oman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan d a n 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/ 
1996 ~ 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat. II Kebumen t,anggal 11 April 1995 
Nomor 5 Tahun 19~l5 tentang Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
Tahun Anggaran 1995/1996. 

M E M U T U S K A N 

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Da
er·ah Tingkat II Kebumen t.anggal 11 April 
1995 Nomor 5 Tahun 1955 tentang Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupatan Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 
Anggaran 1995/1996 yang berjumlah sebesar 
Rp. 27.880 . 516 . 000,00 terdiri dari : 

1 . ~ : 
- Pendapatan . . . .. . Rp 27 . 880 . 516 . 000,00 

2 . BELANJA 
Rut in Rp 13.788 . 256 . 000 . 00 

- Pembangunan Rp 14 . 092 . 260 . 000,00 

aumlah Rp 27.880 . 516 . 000 , 00 

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN : 

1. . PENDAPATAN 
- Pendapatan ...... Rp 2 . 036 . 794 . 000,00 

2 . BELANJA . ......... -
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2 . BELANJAJ2 
- R u t, i n 
- Pembangunan 

,Jumlah 
Selisih 

PENDAPATAN 
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Rp 2 . 036 . 794 . 000,UO 
Rp 

Rp 2 . 036 . 794 . 000,00 
Rp N i h i 1. 

1.a . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Kebumen Nemer 5 Tahun 1995 t.ang
gal 11 April 1995 tentang Penetapan APBD 
Kabupaten Daerah Tingkat. I I Kebumen 
Tahun Anggaran 1995/1996 supaya dileng
kapi dengan Daftar Perge s eran Pasal
pasal yang diperkenankan seperti Lampir
an I I Conteh A sesuai dengan Keputusan 
Menteri Lalam Negeri Nemor 903-057 
"tanggal 19 Januari 1988 . 

b . Bentuk clan susunan Surat Keput.usan Bupa
ti Kepa.1.a Daerah Tingkat II Kebumen 
tanggal 12 April 1995 Nomor 903/228/SK/-
1995 tentang Penjabaran Anggaran Penda
patan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD 
supaya menyesuaikan dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 t.ang
gal 19 Januari 1988 tentang Penyempur
naan Bentuk dan susunan Anggaran Penda
patan Daerah (Con teh A/a) . 

2 . a . Beberapa Pendapatan Daerah yang masih di 
dasarkan Surat. Keputusan Bupati Kepala 
Daerah antara lain : 

- Ayat 1.2 . 2 . 084 "Uang Penguburan' 
- Ayat 1 . 2 . 2 . 116 "Penerimaan dari Penga-

an KTP" 
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agar pelaksanaannya ditingkatkan menjadi 
Peraturan Daerah dan dilengkapi dengan 
tanggal serta nomor pengesahan dar i 
Pejabat yang berwenang/yang lebih atas 
dan pengundangannya dalam Lembaran 
Daerah. 

b. Penerimaan Retribusi Daerah yang pelak -
sanaan pungutannya sejenis dan Perdanya 
sama, antara lain : 

- Ayat 1.2 . 2.099 "Sewa Rumah Dinas" dan 
Ayat 1.2.2.100 "Sewa Listrik" 
supaya menjadi satu ayat 1.2.2.099 de
ngan uraian "Sewa Rumah Dinas dan Sewa 
Listrik". 

Ayat L 2. 2 .108 

Ayat 1.2.2.109 

Ayat 1. 2. 2. 110 

"Persetujuan/Ijin Prin
sip Angkutan Kendaraan 
Umum'' 

"Ijin Usaha Angkutan 
Kendaraan Umum" dan 

"Retribusi/Peneng Ken -
daraan Umum". 

Supaya menjadi satu ayat 1.2 . 2.108 deng
an uraian "Ijin Prinsip, Ijin Usaha dan 
Peneng Kendaraan Umum'' . 

Sedang urian/rinciannya dicantumkan pada 
kolom 4 (keterangan) Penjabaran Anggaran 
Managemen. 

3. Ayat 1 . 3 . 1 . 191 "Pajak Bumi dan Bangunan" -
sebesar Rp 2.035.924.000,00 dalam Penja
baran Anggaran Pendapatan kolom 4 (kete
rangan) agar dirinci yaitu adanya 10% PBB 

Bagian 
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Bagian Pusat untuk Dati II dan Penerimaan 
PBB bagi Dati II . 

4. Ayat 1.4 . 1.211 "Ganjaran' sebesar . . .. . .. . 
Rp 498 . 910 . 000,00 yang didalamnya t.ermasuk 
"Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan 
Desa" sebesar Rp 230. 910 . 000, 00 agar 
dipindahkan pada ayat 1 . 4 . 1 . 216 . 
Hal ini sesuai dengan Surat Ment.eri Dalam 
Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Ja
nuari 1995 tentang Pedoman Penyusunan APED 
Tahun Anggaran 1995/1996. 

5 . Ayat 1 . 4 . 1 . 219 "Bantuan kepada Desa/Kelu -
rahan dari Penerimaan Pajak dan Retribusi 
Dati I" sebesar Rp 76 . 279 . 000,00 supaya 
digabung pada ayat 1 . 4 . 1 . 217 dengan uraian 
"Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari penyi
sihan Bagian penerimaan PBB , Pajak dan 
Retribusi Dati I" sedang dalam Pen~iabaran 
Anggaran Pendapatan kolom 4 (keterangan) 
agar dirinci masing-masing besarnya Aloka
si Subsidi/Bantuan dimaksud . 

6. Ayat 1 . 4.2.224"Bantuan Pembangunan SD" dan 
Ayat 1 . 4.2 . 225"Bantuan Pembangunan Sarana 

Kesehatan" 
masing-masing agar disesuaikan dengan 
ketentuan sebagaimana tersebut dengan 
SPABP masing-masing Inpres Tahun Angggaran 
1995/1fl96 . 

7. Penganggaran Ayat 1. 4 . 2. 230 "Bant.uan Pem
bangunan DaT,i II dari Dati I" supaya 
plafond anggarannya disesuaikan dengan 
Lampiran Surat Gub,ernur Kepala Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Mei 1995 

Nomor ......... . 
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KETIGA 
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Nomor 911/11125 perihal Daftar Proyek-pro
yek 2P.O.A APED Pembangunan Tahun Anggaran 
1995/1996 . 

Sedang untuk tambahan 2P.O.A Tahun Anggar
an 1994/1995 sebesar Rp 89.000.000,00 
supaya memperhatikan Surat Keputusan 
Cnbernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah tanggal 13 April 1995 Nomor 903/200 
/1995 tentang Perubahan Keputusan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
903/201/1995 tanggal 23 Pebruari 1995 
tentang Pengesahan Perubahan APED Tahun 
Anggaran 1994/1995. 

EELANJA RUTIN . 
1 . a. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 

sebesar Rp 56.880.000,00 yang tercantum 
dalam Pasal 2.2 . 1.1010a "Eiaya Penunjang 
Kegiatan" pada Lampiran Keputusan Eupati 
Kepala Daerah supaya dirinci perhitu
ngannya sesuai kemampuan Keuangan Daerah 
dengan kenaikan prosentase at.as dasar 
klasifikasi PADS yang dihitung dari 
prosentase tidak termasuk Tunjangan 
Keluarga (Tunjangan Istri dan Anak). 

b. Pasal 2 . 2.1 . 1084 yang didalamnya terma -
suk "Eiaya Operasional DPRD" sebesar 
Rp 65.054.060,00 dalam Lamiran Keputusan 
Bupati Kepala Daerah (Lampiran A/2/R) 
tidak diperkenankan karena tidak sesuai 
dengan Surat Menteri Dalam Negeri tang
gal 25 f,eptember 1991 Nomor 163/3767 / 
PUOD tentang Petunjuk Teknis Permendagri 
Nomor 1 Tahun 1990 dan Nomor 2 Tahun 
1990. 

2 . Pasal 
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2. Pasal 2 . 2 . 3.1011 "Ongkos Kantor"digit 20 -
yang pelaksanaan didalamnya untuk "Penga
daan Blanko PBB" sebesar Rp 8.000.000,00 
supaya dipindahkan pada Pos 2.2 . 4 "Dipen
da" Pasal berakhiran 1011 "Ongkos Kantor" 
digit 20. 

3 . Pasal 2.2 . 4 . 1031 "Biaya Selamatan" sebesar 
Rp 15.300.000,00 yang pelaksanaannya 
dipergunakan untuk : 

- Biaya Selamatan Pengunduhan Sarang Bu -
rung di Goa Karangbolong, Goa Pasir, Goa 
Karangduwur sebesar Rp 13.500.000,00 dan 

- Honor MUSPIKA Kecamatan Buayan dan Keca
matan Ayah sebagai pengawas sebesar . ... 
Rp l. 800 . 000 , 00 . 

supaya dipindahkan pada Pasa::. 2 . 2 . 4 . 1011 
"Ongkos Kantor" Digit 90 "Lain-lain Ongkos 
Kantor" . 

4. Pos-pos/Pasal yang berakhiran 1053 "Biaya 
Pemeliharaan Kendaraan" selain Unit Kerja/ 
Pas yang ditunjuk dalam Surat Menteri 
Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 
903/363/PUOD perihal Pedoman Penyusunan 
APBD Tahun Anggaran 1995/1996 supaya 
dimasukkan dalam Pas 2 . 2 . 3 "Sekretariat" 
Pasal berakhiran 1053 antara lain 
- Pos 2.2 . 9 "Dinas Pariwisata". 

5 . Oleh karena RSPD b~can merupakan Dinas, 
maka Pos 2. 2 .11 "RSPD Indrakila" untul;: Pa
sal 2 . 2.11 . 1054 "Biaya Pemeliharaan Inven
taris Kantor" sebesar Rp 2 . 000 . 000,00 dan 
Pasal 2.2.11 . 1081 "Uang Perangsang dan 

Insentip . ..... .. . 



6 . a. 

88 

Insentip pemungutan PAD" sebesar ...... . 
Rp 1 . 000 . 000,00 masing-masing supaya 
dipindahkan pada Pos 2 . 2 . 3 "Sekretariat" 
Pasal yang bersangkutan . 
Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tang
gal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 
tentang Pedoman Penyusunan APED Tahun Ang
garan 1995/1995 (Lampiran VI) . 

Penganggaran Belanja yang sumber dananya -
dari Ganjaran Umum Murni sebesar ....... . 
Rp 35 . 000.000,00 yang tercantum pada Pasal 
2 . 2 . 3 . i097, 1099 Pasal 2 . 2 . 4 . 1084 dan 
Pasal 2 . 2.12.1084 supaya digabung menjadi 
satu pada Pasal 2.2 . 3 . 1097 dengan Uraian 
"Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Peme
rintahan di Daerah" . 
Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tang
gal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 ten
tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Angga
ran 1995/1996 (Lampiran I) . 

o. - Penyelenggaraan Pos 2 . 5.2 . "RSU" untuk -
beban pasal yang sumber dananya dari 
SBBO-RSUD yang t,ercant.um pada Pasal 
2 . 5.2 . 1084 "Biaya Operasional" sebesar 
Rp 64 . 064 . 000,00 supaya dipindahkan pada 
Pasal berakhiran 1017. 1021 , 1024 dan 
1026 . 

- Penganggaran Pasal-pasal yang sumber da
nanya dari SEBO-PP yang tercant.um dalam 
Pos-pos 2 . 8 . 1 ; 2 . 8 . 3 ; 2 . 8 . 4; dan 2 . 8 . 5 
Pasal 'Oerakhiran 1084 "Biaya Operasio
nal" supaya dipindahkan pada Pasal-pasal 
berakhiran 1011 , 1051 dan 1071 Pos 
berkenaan . 

- Penganggaran 
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- Penganggaran Pos 2 . 6 . 1. "P dan K" yang -
sumber dananya dari SBPP-SDN yang ter
cantum dalam Pasal 2 . 6 . 1 . 1084 "Biaya 
Operasiona] " sebesar Rp 590 . 420 . 000, 00 
supaya dipindahkan pada Pasal berakhiran 
1011, 1071 dan 1090 . 

Hal t~rsebut di atas sesuai dengan Lampi
ran I Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 
Nomor 903/05337 tenta g Pedoman Penyusunan 
APED Tahun Anggaran 1995/1996 . 

7 . Pembebanan Pasal dalam Pos 2.13 . 1 . "Ganjar -
an, Subsidi dan Sumbangan' agar disestaikan 
dengan Surat Gubern1r Kepala Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 
903/05337 sebagai beriku~ : 

a. Pasal 2.13.1 . 1123 "Bantuan kepada Desa/ -
Kelurahan dari Pen1risihan Eagian PEE" 
supaya dipindahkan pada Pasal 2.13 . 1 . 1125 
"Penyisihan Penerimaan PEE Dati I dan 
Dati II kepada Pemerintahan Desa/Kelura
han". 

b. Pasal 2 . 13 . 1. 1124 "Bantuan kepada Desa/ 
Kelurahan dari Eagian Penerimaan Pajak 
dan Retribusi Tingkat I" dan 
Pasal 2 . 13.1 . 1125 "Eantuan Jrnpada Desa/ -
Kelurahan dari Eagian Penerimaan Pajak 
dan Retribusi Tingkat II" 
supaya digabung menjadi satu pada Pasal 
2.13 . 1 . 1126 'Pemberian Sumbangan dan Ean
tuan dari Dati I dan Dati I I sebagian 
Pajak dari Retribusi Kepala Pemerintahan 
De sa/Ke 1 urahan" . 

8 . Eerdasarkan 
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8. Berdasarkan Sura t Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I .Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 
1995 Nomor 903/05337 dan Kawat Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah t.ang
gal 20 Pebruari 1995 Nomor 903/04524 
perihal Sumbangan kepada Dinas P dan K 
Tingkat II besert.a cabang-cabangnya , maka 
untuk pencantuman Ayat 1.4 . 1.220 "Sumba
ngan Dati I kepa-da Dinas P dan K Tk . II" 
seb. Rp 6 . 810.000,00 supaya belanjanya 
dicantumkan pada Pos 2 . 6 . 1 "P dan K" pada 
Pasal berakhiran 1011, 1051 dan 1054 . 

9 . Penganggaran Pasal 2 . 16 . 1 . Pos Urusan Kas 
dan Perhi t.ungan antara lain : 

- Pasal 2 . 16 . 1 . 1156 "Pembayaran untuk Pi
hak Ketiga seb. Rp 250 . 000 . 000,00 yang 
tercan-t.um dalam Lampiran Keputusan 
Bupat.i Kepala Daerah supaya dijelaskan 
secara t.erinci dan terpisah jumlah 
panjar-panjar dalam tahun-tahun sebelum
nya yang belum terselesaikan dan jumlah 
panjar melalui beban pasal yang tersedia 
dalam Tahun Anggaran 1995/1996 . 

BELANJA PEMBANGUNAN. 

1. Pada Anggaran Belan~ia Pembangunan supaya 

a . Uraian Sumber dana pada 
Proyek yang ditulis Dana 
dan PAD agar dilengkapi 
IHH, PKB dan lain-lain . 

Pasal-pasal 
Daerah lainnya 
dari Dana PBB, 

b . Dilengkapi dengan Ringkasan berdasarkan 
Unit Organisasi (Contoh A. II.b) sesuai 

dengan . ..... . . . 



91 

dengan dengan Peraturan Me nteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 1975 . 

c . Pencantuman Uraian Pasal Proyek baik 
dalarr buku kerangka maupun Anggaran 
Managemen di engkapi Lokasi Kecamatan 
sebagai satu kesatuan Judul Pasal 
Proyek, walaupun dalarn -olom keterangan 
sudah diterbitkan . 

2 . Program da.n Proyek yang dibiayai dari Sum
ber Dana Bantuan Pembangunan Dati II/In 
pres Dati II, Bantuan Rehab SD dan MI, 
Penghijauan, Peningkat.an Jalan Dati II dan 
Rehab serta Perneliharaan Sarana Kesehatan 
agar disesuaikan dengan hasil Rapat di DJA 
pada tanggal 24 s/d 28 Pebruari 1995. 

3 . Program dan Proyek yang dibiayai dari :3um
ber Dana Bantuan Pembangunan Dati II/In -
pres Dati II, Bantuan Umum (lJasar) , RTRW, 
Pembangunan Perkot.aan clan Pemugaran P ~
mahan dan Pernukiman Pedesaan agar d L ,e
suaikan dengan hasi.... rapat. di Bandungan 
pada tanggal 28 s/d 30 Maret 1995 . 

4 . Penganggaran Belanja Pembangunan yang ter
cantum pada: 

- Pasal 2P . 0. 5 . 1. 01. 001 "Proyek Kebersihan 
Pasar-pasar Dae -
rah di Kabupaten 
Kebumen" sebesar 
Rp 18 . 250 . 000,00 

- Pasal 2P . 0.5.1.0:..002 "Proyek Pemeliha -
raan Pasar-pasar 

di Katupaten ... .. . . . . 
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di Kabupaten Ke -
bumen" sebesar 
Rp 14.000.000,00 

supaya digabung menjadi satu pada Pasal 
2P. 0. 5. 1. 01. 001 dengan uraian "Proyek Ke
bersihan dan Pemeliharaan Pasar-pasar 
Daerah Kabupaten Kebumen" karena sumber 
Dananya serta Unit yang bertanggungj awab 
sama. 

5. Pasal 2P.0.1E\.1.01.0~0 "Proyek Pengadaan -
Kendaraan Operasional Pemda Tk.II Kebumen" 
sebesar Rp 487. 000 . 000, 00 untu}: pelaksa
naannya terlebih dahulu dimintakan perse
tujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah dengan dilengkapi Daftar 
Inventaris Kendaraan serta Jenis, Merk 
sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri 
No~or 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 
1995. 

Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapa
tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ·199E,/ 
1996 telah melampaui masa Triwulan III, maka 
supaya dihindari adanya penganggaran proyek
proyek baru mengingat jangka waktu proses 
persiapan sangat pendek sehingga proyek
proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk 
dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran 
berakhir . 

Seget"a dilakukan Perubahan terhadap Anggaran 
?endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
1995/1996 dengan mengikuti seluruh ketentuan 

seperti ..... . ... . 
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seperti di tetapkan dalam Diktum-di]n.um 
tersebut di atas, sambil menunggu perubahan 
dimaksud supaya dilakukan perubahan terha
dap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 
II Kebumen tanggal 12 April 19ti5 Nomor 
903/228/-SK/1995 tentang Penjabaran Anggar
an Pendapatan, Kegiatan Pasal dan Proyek 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 1995/19tJ6, sesuai dengan 
Diktum-diktum di atas dan setiap perubahan 
Keputusan Kepala Daerah supaya dikirimkan 
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah untuk laporan semes:.-.inya . 

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
Tahun Anggaran 1995/1996 adalah pengesahan 
terhadap Peraturan Daerah tanggal 11 April 
1995 Nomor 5 Tahun 1995 beserta lampiran
lampirannya dengan perubahan-perubahan se
perti tercantum dalam Diktum-diktum di atas 
dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan 
dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah 
apabila didasarkan pada peraturan perun
dangan yang berlaku. 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ha
rus mengirimkan Laporan Trwiwulanan menge
nai Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 
selambat-lambatnya 1 ( satu) bulan set,elah 
triwulanan bersang~utan berakhir dengan 
mengisi Conteh B.XV, B.XVI dan B.XVII (Pe
raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
1975) kepada : 

a . G~bernur . ..... . 
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a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
Tengah ( Biro Keuangan Bagi an 
Daerah bawahan) di Semarang 
(tiga) ganda ; 

I Jawa -
Anggaran 
clalam 3 

b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Da
erah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, 
dalam 2 (dua) ganda serta 

c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah -
Kedu di Magelang. 

Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, 
Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya 
dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 
9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 
5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertang
gungj awaban dan Pengawasan Keuangan Dae
rah. 

Keputusan ini berlaku pada tanggal dite 
tapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 
April 1995 . 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

: SEMARANG 
: 13 JUNI 1995 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

t.t.d 

SOEWARDI 

SALINAN : Keputusan ini kepada Yth . 

1 . Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jogyakar 
~a di Jogyakarta; 

2. Direktur 
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2 . Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalarn Negeri 
di Jakarta; 

3 . Direktur Jenderal Pemer · i t.ahan TJ:num dan Ot.01 omi Da
erah TJp . Direktorat Keuangan Daerah Departemen 
Dalam 1egeri di Jakarta ; 

4 . Sekret.aris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up . Ke-
pala Biro Keuangan di Jakarta ; 

5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tenga}-1; 
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I JawR Tengah; 
7 . Para Assisten Sekwilda ~ingkat I Jawa Tengah; 
8 . Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Mage-

lang ; 
9 . Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat. I Jawa Tei gah 

10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah; 

11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te 

. ,.., 
,.;._ L, • 

::_3. 

14 . 
15. 

16 . 

ngah : 
Kepa::..a Biro Hukt~m Kantor Setwilda Tingkat I Jawa 
Tengah 
Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Kantor Setwil-
da Tingkat I Jawa Tengah; 
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen: 
Ketua ... 1PRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di -
Kebumen : 
Berkas Surat Kep~tusan 
1 s/d 13 untuk diketahui : 
14 C/ d 15 guna di i::--1dahkan . 
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A. P~)lJAPATAN DAI RAP.. I :A. I BELANJA R~T:N. 
'l - --------- - - -1 1 I 

l.281.59(0 1il .28:. 694,00) :· . :Beianja DPRD 
I 
II I 

i . 'Sag:an Sisa Lebih 
,Perhitungan Anggaran , 
:ahun Yang ~a.i.u. : :2. :Belanja Kepa:a :1amh 

:--------------- ,--------------- ------------- 1, ,cian Wk .Kepa:a Daeran: 
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~o:.a22,oo 4~3.035 ,JO : 

, ======= :::::::: , ::::::::::::::: ::::::::::::: : , 3. 1 Be lanj a Pega11ai 1 5.980.925,oo 7.99:.2:s,oc . :. 0i0.294,00 
2. ,Bagian Pendapatan 

, As j Daer ah : 
;a. Pajak Daera~ 
. o. Rmitus~ ~aera~ 
; c. Eagia Laba EU~: 
,,. ?eteri~aan oar: 

Jinas-dinas 
: e. ?enerimaan :ait- I 

lain 

71J3.m ,oo 
L3:.~oo,oo 

:lo.:l00,00 
503.500,00 , 

369 . 000, 00 : 

752.980,00 
3. 25 t) . 60v, i}C 

:1u00.oo 
5:4.00 ,oc 

65 .000, 00 

;1~- :Belanja Barang 
~s.2:0,001, I 

~19 .300,00 : ,5. 13e:i..n.ja Pe!leliharaan , 
uo .oo l; : 

:0.500,00 , :€. ;Belanja Perjalanan 1 

:: : Jinas 
\ 300. 000 ,00 J; : 7., Belanja Lain-lain 

II 
II 

: -- ------ -- - ---- , ----- -- -- ---- -- , --- -- -------- i ; 8. : Angsuran ?in.'.atan nu-
Jum · ah 2 : : 4.317.570,00 1 U00.880,00 ' (1:6.690,00). · :~ang dan Bunga 

3. , Bag:an Bagi HasL 
: ?aja~/Bukan Pajak. 

"" • u • ~ ,... • I , a. jag1 .. as 1. maK ; 
b. Bagi jasi: Bukan : 

Pajak. 

2.054.04:.oo . 2. HLMS:o 
~:5. 749,00 • 192 .812 ,00 I 

1 :S. :Beianja Pensiun dan , 
: , : Ctnderstant 1 

87.007,00 1
• : 

7 .063,0C : :0 1 Ganjaran.Saosicii dan , 
: : : Sumbangan 
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~-1Bag:an Sumbangan dan 
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;:muk Bagian Lai~. 
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l. 535 . 749, 0· 

523.551.00 : 535.23~,oo I :2.684, 0C. 
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885 . i04,00 ; 2Sv. J? ,OC 

:63 .:oo,oo :97 .500 , )0 I 

30 .000,0C 

I 
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5 . . 3agian ?en~ti1aar. 
, Pe1i'mgunan . 
a. ?injaaar. PEMDA 
, b. Pinjacan BUMD 

Jumlah ~ : 
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' I __________ ____ _ ___ _ 

" I 

,: :. 1;e1anja ~mi: 20 
Sekior . 
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